
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajal<an (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3684 ); 

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Toba 
Samosir Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur petunjuk teknis 
pelaksanaannya dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

Menimbang: 

BUPATI TOBA SAMOSIR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 
DAN PERKOT AAN 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR 

NOMOR 33 TAHUN 2013 

BUPATI TOBA SAMOSIR 
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4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3091) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (L.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan 
Kabupaten Oaerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3794); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Oaerah (L.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4488); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah 
Provinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Oaerah 
dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161 ); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Oaerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Toba Samosir 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 seri D 
Nomor 2); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2013 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2013 
Nomor 1 ); 

,.., - .) - 



1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. 
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir. 
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani 

Pajak Daerah. 
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir. 
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. 
10. Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Pajak Bumi dan Bangur.an Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi 
dan I atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan ped-alaman serta 
laut wilayah kabupaten. 

13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata 
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana 
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga 
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. 

15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak. 
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 
BABI 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 
t1enetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali 
bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
kalender. 

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat , dalam 
masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

20. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP 
adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 
subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan 
lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP. 

21 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah 
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

23. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat SITS adalah bukti 
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan. 

24. Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah tanda terima 
sementara pembayaran SPPT PBB yang diberikan oleh petugas pemungut 
kepada wajib pajak, sampai adanya STIS dari Bank atau tempat pembayaran 
yang ditunjuk. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda. 

27. Surat Keputusan Pembetuian adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nlhil, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat 
Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. 

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nlhil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak . 

29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau 
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding 
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

.. 
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(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan,perhutanan dan pertambangan. 

(2) Termasuk dalarn pengertian Bangunan adalah : 
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, 

pabrik dan emplasemennya, · yang merupakan suatu kesatuan dengan 
kompleks bangunan tersebut; 

b. jalan tol; 
c. kolam renang; 
d. pagar mewah; 
e. tempat olahraga; 
f. galangan kapal, dermaga; 
g. taman mewah; 
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 
1. menara. 

Pasal 3 

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak 
· atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

Pasal2 

BABII 

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK 

30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek pajak, · penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran. 

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk rnencari serta · mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi 
serta menemukan tersangkanya. 

34. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 
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(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas burni, dan/atau merniliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. 

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi 
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas burni, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. 

(3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati 
dapat menetapkan subjek pajak sebgaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai 
wajib pajak. 

( 4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan wajib 
pajak terhadap objek pajak dimaksud. 

(5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 
diterimanya surat keterangan dimaksud. 

(6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan 
surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. 

(7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ), Bupati tidak memberikan keputusan, 
maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. 

Pasai4 

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah objek pajak yang digunakan untuk : 

a. Pemerintah dan Pernerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; 
b. melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan 

dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan; 

c. kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 
d. hutan lindung, hutan suaka alarn, hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum 
dibebani suatu hak; 

e. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 
dan 

f. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar 
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap VVajib Pajak. 
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(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 
(2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada 

tanggal 1 Januari setiap tahunnya. 

Pasal 9 

BABV 
MA.SA PAJAK 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di 
wilayah Daerah. 

Pasal8 

BAB IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, 
huruf b, dan huruf c dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). 

Pasal7 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai 
berikut : 
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,00 ((lima ratus juta rupiah) 

ditetapkan sebesar 0, 101 % (nol koma satu nol satu persen) per tahun. 
b. Untuk NJOP di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp1 .000.000.000,00 (satu milyar) ditetapkan sebesar 0, 125 % (nol koma satu dua 
lima persen) per tahun. 

c. Untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 
0.215 % (nol koma dua satu lima persen) per tahun. 

Pasal 6 

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
adalah NJOP. 

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) 
tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 
dengan perkembangan wilayahnya. 

Pasal 5 

BAB Ill 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK 
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(1) Penilaian Objek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten baik secara massal 
maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah 
ditentukan. 

(2) Hasil peniaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Pasal 12 

(1) Pendataan objek dan subjek pajak PBB dilal<ukan oleh Pemerintah Kabupaten 
dengan menuangkan hasilnya dalam bentuk formulir SPOP. 

(2) Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan cara : 
a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; 
b. identifikasi objek pajak; 
c. verifikasi data objek pajak; 
d. pengukuran bidang objek pajak. 

Pasal 11 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pedataan dan Penilaian 

Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan 
persyaratan sebagai berikut : 
a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan 

kepada Bupati melalui Dinas; 
b. mengisi SPOP, termasuk LS POP, dengan jelas, benar dan lengkap; 
c. formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Pemerintah 

Ka bu paten; 
d. wajib pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang 

tersedia dalam SPOP; · 
e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP, sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam 
hal ditandatanqani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri 
dengan surat kuasa; 

f. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Bupati 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek 
pajak atau kuasanya, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut : 
a. fotocopy KTP atau identitas diri iainnya; 
b. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah; 
c. fotocopy lzin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan; 
d. fotocopy SSB/SSPD BPHTB; 
e. surat keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat. 

Pasal 10 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pendaftaran 

BABVI 
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK 
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(1) SPPT I SKPD PBB ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang 
terkait dengan penandatanganan SPPT PBB, maka penandatanganan SPPT 
PBB dapat dilakukan dengan : 
a. Cap dan Tanda tangan basah untuk Ketetapan Pajak lebih besar atau sama 

dengan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah); 
b. Cap dan Cetakan tanda tangan untuk Ketetapan Pajak dibawah Rp 

500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 
(3) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui : 

a. pencetakan massal ; atau 
b. pencetakan dalam rangka : 

1. pembuatan salinan SPPT PBB; 
2. penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu 

keputusan keberatan, keputusan penquranqan ketetapan, atau 
keputusan pembetulan; 

Pasal 16 

(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10, Bupati menerbitkan 
SPPT. 

(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut ; 
a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak disampaikan dan 

setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah 
pajak yang terutang lebih besar dari jurnlah pajak yang dihitung berdasarkan 
SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

Pasal 15 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penerbitan SPPT , SKPD, Salinan SPPT dan Salinan SKPD 

Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat 
berupa : 
a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data 

pasar; 
b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan 

biaya; 
c penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi 

pendapatan. 

Pasal 14 

Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berupa : 
a. penilaian massal tanah; 
b. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan 

(DBKB) objek pajak standar; 
c. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan 

(DBKB) objek pajak non standar. 

Pasal 13 
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(1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang 
diborongkan. 

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau 
SKPD. 

Pasal 19 

BAB VII 
TATA CARA PEMUNGUTAN PA,JAK 

(1) Atas dasar pengalihan objek PBB, wajib pajak dapat mengajukan permohonan 
mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB. 

(2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi : 
a. surat permohonan mutasi; 
b. bukti perolehan/pengalihan objek pajak; 
c. bukti lunas PBB tahun sebelumnya; 
d. mengisi SPOP dan LSPOP; 
e. fotocopy SSB/SSPD BPHTB; 
f. fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM; 
g. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah 

(sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis); 
h. surat Pengantar dari Lurah; 
i. surat Kuasa (apabila dikuasakan). 

(3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB melalui penelitian 
kantor/lapangan dan penuangan dalam Berita Acara melalui proses 
pemutakhiran data Geografis/Bidang. 

Pasal 18 

( 1) Atas dasar be I urn diterimanya SPPT atau sebab lain, wajib pajak dapat 
mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB secara 
perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas. 

(2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB 
antara lain : 
a. surat permohonan penerbitan salinan SPPT /SKPD PBB; 
b. surat pengantar dari Kepala Oesa/Lurah; 
c. STTS lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun berjalan; 
d. kartu tanda identitas pemohon (KTP/Slrvl); 
e. surat Kuasa apabila dikuasakan. 

Pasal 17 

3. tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; 
4. mutasi objek dan/atau subjek pajak. 

(4) Penandatanganan SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
butir 3 dan butir 4 harus dilakukan dengan tanda tangan basah. 

(5) Penandatanganan SKPD PBB harus dilakukan dengan tanda tangan basah. 
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( 1) Bupati menentukan Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 
terutang 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

(2) Pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak 
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus 
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

('3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur 
atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bung a sebesar 2% ( dua 
persen) sebulan. 

(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal24 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 

(1) Bentuk dan isi formulir SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(2) Bentuk dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

(3) Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Bupati ini. 

Pasal23 

SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas dari Dinas. 

Pasal22 

(1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT, maka struk SPPT harus 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mencantumkan secara 
jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud. 

(2) Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah 
SPPT, disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa kepada Camat untuk selanjutnya 
disampaikan kepada Kepala Dinas disertai dengan rekapitulasi penyampaian 
SPPT. 

Pasal21 

SPPT disampaikan kepada wajib pajak atau kuasanya. 

Pasal20 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Penyampaian SPPT, SKPD 
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(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: 
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 
b. dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat 

salah tulis dan/atau salah hitung; 
c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

Pasal29 

(1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB tahun berjalan wajib pajak 
dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo. 

(2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan 
dilengkapi persyaratan sebaqai berikut : 
a. SPPT PBB yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti 

penerimaan ; 
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan); 
c. Fotocopy identitas wajib pajak atau fotocopy identitas kuasa wajib pajak 

dalam hal dikuasakan. 

Pasal28 

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(3) dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Petugas pemungut menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak dengan 

menggunakan TTS. Selanjutnya petugas pemungut yang menerima setoran 
pembayaran PBB dari wajib pajak, menyetorkan pembayaran PBB ke bank atau 
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati pada hari yang sama; 

b. Wajib pajak menerima STTS PBB sebagai bukti pembayaran PBB yang sah dari 
tempat pembayaran melalui petugas pemungut. 

c. Bentuk dan isi formulir TIS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

Pasal27 

(1) Pembayaran Pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh 
Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) dapat dilakukan secara 
langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam 
SPPT/SKPD/STPD. 

(2) Pembayaran dengan eek I bilyet giro, baru dianggap sah apabila telah dilakukan 
kl iring. 

(3) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB dari 
Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal26 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam 
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 
(satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak. 

(3) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk 
oleh Bupati, atau melalui petugas pemungut. 

Pasal25 
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(2) Surat Paksa diterbitkan apabila : 
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan 

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 
b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus; atau 
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

(1) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan 
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 

Pasal32 

(1) STPD-PBB, SKPD-PBB, SKPDT-PBB sebagai dasar penagihan PBS. 
(2) Bupati menunjuk Dinas untuk penagihan PBB. 
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan: 

a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 
b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 
c. Surat Paksa; 
d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 
e. Surat Perintah Penyanderaan; 
f. Surat Pencabutan Sita; 
g. Pengumuman Lelang; 
h. Surat Penentuan Harga Limit; 
i. Pembatalan Lelang; dan 
j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak; 

(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila 
Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh 
tempo pembayaran. 

(5) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan 
Surat Paksa. 

Pasal 31 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat 
Paksa. 

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 30 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) 
bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(3) SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan yang 
dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling 
lama 24 ( dua puluh empat) bulan. 
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(1) Keberatan dapat diajukan dalam hal : 
a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau 

nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; 
dan/atau 

b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB. 
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan secara : 

a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB; atau 
b. Perorangan untuk SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB 

dan SKPDN PBB. 

Pasal 35 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib 
pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 
dimaksud berakhir. 

Pasal34 

( 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk atas suatu : 
a. SPPT; 
b. SKPD; 
c. SKPDLB dan 
d. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 

alasan-alasan yang jelas. 
(3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

tanggal surat, tanggal pernotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 
itu tidak dapat dipenuhi kerena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan 
sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk atau tanda penqirirnan Surat Keberatan melalui surat pos tercatat 
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. 

Pasal33 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan 
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(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 dan Pasal 36 dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga 
tidak dapat dipertimbangkan. 

Pasal 37 

( 4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) pengajuan Keberatan disertai dengan : 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam 

hal dikuasakan; 
b. fotokopi bukti kepemilikan tanah; 
c. fotokopi ljin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau 
d. fotokopi bukti pendukung lainnya. 

(3) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat 
Keberatan adalah : 
a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh 

wajib pajak atau kuasanya kepada dinas; dan 
b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos 

dengan bukti pegiriman surat. 

(2) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB paling banyak 
Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. melampirkan asli SPPT PBB yang diajukan keberatan; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Bupati; 
d. perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak 

disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan K.eberatannya; 
e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT 

kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya melalui Lurah/Kepala Desa setempat 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya. 

Pasal36 

(1) Pengajuan Keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan sebagai 
berikut: 
a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Bupati ; 
d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB yang diajukan Keberatan; 
e. perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak 

disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; 
f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 

1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB, kecuali apabila Wajib Pajak 
atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan di luar kekuasaannya; dan 

g. surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan 
ditandatangani oleh bukan V../ajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa. 
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(1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT 
PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN 
PBB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa mengubah jatuh tempo 
pembayaran. 

Pasal42 

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan berdasarkan hasil 
penelitian di dinas dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di 
lapangan. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat 
tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. 

(3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Dinas harus terlebih dahulu 
memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan 
kepada wajib pajak. 

Pasal41 

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, 
SKPDKBT PBB, SKPDLB PBS atau SKPDN PBB diberikan oleh Bupati. 

Pasal40 

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan 
pelaksanaan penagihannya. 

Pasal39 

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan 
secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang 
terutang kepada Dinas. 

(2) Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh wajib pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak surat permintaan wajib pajak diterima. 

(3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh dinas atas permintaan wajib pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan 
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f dan Pasal 36 
ayat (2) huruf e. 

Pasal38 

(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling 
lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), harus memberitahukan secara 
tertulis disertai alasan yang mendasari kepada : 
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara 

perseorangan; atau 
b. Kepala Desa I Lurah setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif. 

(3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali 
sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 
( 1) huruf f dan Pasal 36 ayat (2) huruf e. 
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(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat 
membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah. 

(2) Bupati dapat : 
a. mengurangkan atau rnenghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, 

denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

Pasal45 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan 

Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan 

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Pasal44 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan 
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, cilampiri salinan dari surat keputusan 
keberatan tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

Pasal43 

(2) SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau 
SKPDN PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan 
keberatan. 
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Pasa147 
(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan : 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, 

SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB; 
b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan 

besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau 
penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya; 

c. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; 
d. Dilampiri fotocopy SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, atau 

SKPDKBT PBB yang dimohon pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 

e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun 
tidak dapat dipertirnbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian 
mencabut keberatannya atas SKPD PBB, SKPDKB PBB atau SKPDKBT 
PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan 
adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, SKPDKB 
PBB atau SKPDKBT PBB; 

(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif 
yang tercantum dalam : 
a. STPD PBB; 
b. SKPD PBB; 
c. SKPDKB PBB; 
d. SKPDKBT PBB. 

(2) Pengurangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dapat 
dilakukan dalam hal : 
a. terdapat ketidakbenaran atas : 

1. Luas objek pajak bumi dan/atau bangunan ; 
2. Nilai jual objek pajak bumi dan I atau bangunan ; 
3. Penafsiran peraturan perundang-undangan PBB, pada SPPT PBB, 

SKPD PBB, atau STPD PBB. 
b. terdapat ketidakbenaran atas : 

1. Nilai perolehan objek pajak; dan/atau 
2. Penafsiran peraturan perundang-undangan PBB, pada SKPDKB PBB, 

SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB. 
(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dapat 

dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, 
SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB tersebut seharusnya tidak 
diterbitkan. 

Pasal46 

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan 

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; 
e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal 

objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; 
f. mengurangk.an ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 
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(1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) 
huruf b harus memenuhi persyaratan : 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, 

SKPDKBT,SKPDLB,SKPDN; 
b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan 

besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang 
mendukung permohonannya; 

c. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; 
d. Dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN 

yang dimohonkan pengurangannya; 
e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun 

tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB atau SKPDN, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan 
adalah SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN; 

f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun 
tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan 
STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; 

g. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal 
ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa; 

(2) Wajib pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya 
tersebut, tidak terrnasuk pengertian wajib pajak yang tidak mengajukan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f. 

(3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak 
dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara 
tertulis disertai alasan yang rnendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima. 

Pasal48 

f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun 
tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian 
mencabut keberatannya atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait 
dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan 
atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD 
PBB; 

g. Wajib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar menjadi 
dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, 
STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB; 

h. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat 
permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak maka harus dilampiri 
dengan surat kuasa. 

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan 
sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib 
pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang 
mend a sari dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu) bulan terhitung sejak 
permohonan tersebut diterima. 
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(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan kepada wajib 
pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB dan/atau SKPD 
PBB. 

(2) PBB terutang yang tercantum dalam SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif. 

(3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang telah 
diberikan pengurangan, tidak dapat dimintakan pengurangan denda 
administratif. 

Pasal50 

(1) Pemberian pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
kemampuan membayar wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (2) huruf f dapat diberikan kepada wajib pajak meliputi : 
a. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang 

kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang 
gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima 
persen) dari PBS terutang; 

b. Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan 
yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75 % 
(tujuh puluh lima persen); 

c. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya 
semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB 
sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75 % (tujuh 
puluh lima persen); 

d. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah 
sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan 
sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); 

e. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah 
yang nilai jual objek pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat 
perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan 
pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); 

f. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya 
yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya 
diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); 

g. Objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang 
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya 
sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, diberikan pengurangan 
sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen). 

(2) Pemberian pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan kondisi tertentu 
objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f dapat 
diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi : 
a. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa 
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah 
longsor, dan bencana lainnya. 

b. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi 
kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman. 

Pasa149 
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(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dan permohonan pengurangan atau 
pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, dapat diajukan oleh wajib pajak 
paling banyak 2 (dua) kali. 

(2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut 
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang pertama. 

(3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat 
( 1 ). 

( 4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak 
dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan 
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan terhitung sejak pennohonan tersebut diterima. 

Pasa154 

(1) Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu : 
a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB; 
b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB; 
c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan 

PBB; 
d. 3 .(tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; 
e. 3 (tiga) bu Ian terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, 

kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya. 

(2) Tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang 
dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam 
atau sebab lain yang luar biasa. 

(3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang dimohonkan 
pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat 
keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak 
diajukan banding. 

Pasal53 

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48. 

Pasal52 

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat diberikan 
berdasarkan permohonan wajib pajak. 

(2) Permohonan pengurangan pajak terutang wajib pajak sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) dapat diajukan secara : 
a. Perseorangan untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB; 
b. Perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT PBB. 

Pasal51 
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Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan data pendukung. 

Pasal 56 

( 1) Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan 
pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1) meliputi ; 
a. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang 

kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang 
gerilya, atau janda/dudanya berupa : 
1. Fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan 

tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar 
kehormatan dari pejabat yang berwenang; 

2. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; 
b. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya 

semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban rnembayar PBB 
sulit dipenuhi berupa: 
1. Fotocopy surat keputusan pensiun; 
2. Fotocopy slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya; 
3. Fotocopy kartu keluarga; 
4. Fotocopy rekening listrik, air, telepon; 
5. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya; 

c. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah 
sehinqqa kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa: 
1. Surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan 

wajib pajak rendah; 
2. Fotocopy kartu keluarga; 
3. Fotocopy rekening listrik, air, telepon; 
4. Fotocopy bukti pelunas.an PBB tahun sebelumnya; 

d. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah 
yang nilai jual objek pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat 
perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa : 
1. Surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan 

wajib pajak rendah; 
2. Fotocopy SPPT tahun sebelumnya; 
3. Fotocopy kartu keluarga; 
4. Fotocopy rekening listrik, air, telepon; 
5. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya; 

e. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya 
yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya 
berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya. 

f. Objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami 
kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak 
dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa : 
1 . F otocopy laporan keuangan tahun sebelumnya; 
2. Fotocopy SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya; 
3. F otocopy bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya. 

(2) Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara 
perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain 
yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berupa : 
1. Surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena 

bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; 
2. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala 

Desa/Lurah setempat atau instansi terkait. 

Pasal55 
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( 1) Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berupa: 
a. Satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang 

sama; 
b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan 

besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; 
c. Diajukan kepada Bupati melalui pengurus Legiun Veteran Republik 

Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk 
pengajuan permohonan; 

d. Diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak 
bersangkutan; 

e. Tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak 
yang dimohonkan pengurangan. 

(2) Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) berupa : 
a. Satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang 

sama; 

Pasal58 

(1) Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT PBB 
diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya 
orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, 
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang 
terutang paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

(2) Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan setelah SPPT 
diterbitkan dalam hal : 
a. Kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran 

pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa 
bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling 
banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 

b. PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yaitu: 
1. Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan 

yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah; 

2. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya 
semata-mata berasal dari pensiunan; 

3. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan 
rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi; 

4. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan 
rendah yang nilai jual objek pajak (NJOP) per meter perseginya 
meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif 
pembangunan. 

c. PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,- (iima ratus juta rupiah), 
yaitu: 
1 . Dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 
tanah longsor, dan bencana lainnya; 

2. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi 
kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman. 

Pasal57 
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( 1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dianggap bukan 
sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dianggap bukan sebagai 
perrnohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus 
memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada: 
a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan secara perorangan; 
b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Kepala 

Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif. 
( 4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan 
permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 53 dan Pasal 55. 

Pasal60 

(1) Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara 
kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi 
terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c angka 1, 
berupa: 
a. Fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap wajib pajak; 
b. Fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap wajib pajak tahun pajak 

sebelumnya; 
(2) Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara 

kolektif oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 2 
huruf c angka 2, berupa : 
a. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari kepala 

desa/Lurah setempat atau instansi terkait; 
b. Fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap wajib pajak tahun pajak 

sebelumnya; 

Pasal59 

b. Diajukan secara tertu!is dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan 
besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; 

c. Diajukan kepada Bupati melalui : 
1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau 

pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a; 

2. Kepala desa /Lurah seternpat, untuk pengajuan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dan huruf c. 

d. Dilampiri fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan; 
e. Diajukan dalam jangka waktu : 

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB; 
2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; 
3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab yang luar biasa, 

kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus 
organisasi terkait lainnya atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan 
bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan 
diluar kuasanya. 

f. Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan. 
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( 1) Bentuk Keputusan Bupati dapat berupa: 
a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB atau SKPD PBB 

atau STPD PBB; 
b. Pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD 

PBB atau STPD PBB; 
c. Pembatalan SPPT PBB, atau SKPD PBB atau STPD PBB yang tidak benar; 
d. Pembatalan SPPT PBB yang tidak benar dengan pengajuan secara kolektif 

(2) Bentuk surat tugas dan surat pemberitahuan penelitian lapangan sebagaimana 
dimaksud dalarn pasal 61 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

Pasal64 

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
62 adalah: 
a. tanggal tanda penqinman surat permohonan pengurangan, dalam hal 

disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat ; 
b tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara 

langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 

Pasal63 

( 1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus 
memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan 
keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan 
dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud 
berakhir. 

Pasal62 

( 1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya 
atau sebagian atau menolak permohonan wajib pajak. 

(2) Keputusan pengurangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan hasil penelitian di dinas, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan 
dengan penelitian di lapangan. 

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat 
tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB. 

(4) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)1 

dinas harus terlebih dahulu rnemberitahukan secara tertulis mengenai waktu 
pelaksanaan penelitian di lapangan kepada : 
a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara 

perorangan; 
b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Kepala Desa/Lurah 

dalam hal permohonan diajukan secara kolektif. 
(5) Wajib pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT 
atau SKPD yang sama. 

Pasal61 
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( 1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 maka dalam jangka waktu paling lama 
12 ( dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, 
Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan : 
a. SKPDLB PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari 

yang seharusnya terutang; 
b. SPPT PBB, apabila jumlah PBB sama dengan jumlah PBB yang seharusnya 

terutang; 

Pasal68 

(1) Kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang 
pajak. 

(2) Atas persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB, 
kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau 
dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain. 

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
dengan pemindahbukuan. 

Pasal67 

(1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB, wajib pajak 
mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 

(2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau 
pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui 
pos tercatat, menjadi bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ). 

Pasal66 

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan 
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

( 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKPDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) 
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 

Pasal65 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

BAB VIII 
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(1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan 
Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas. 

Pasal72 

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

Pasal71 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila 
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila: 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak 

langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Paksa tersebut. 

( 4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

Pasal70 

KADALUWARSA PENAGIHAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 
YANG SUDAH KADALUWARSA 

BAB IX 

Kelebihan pembayaran PBB yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 
(satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB hasil pemeriksaan Dinas atas nama 
Bupati. 

Pasal69 

c. SKPD PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah 
PBB yang seharusnya terutang. 

(2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas narna 
Bupati tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak 
berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan 
SKPDLB PBB. 
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(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang yang tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, wajib dilakukan 

· penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas yang hasilnya 
dilaporkan dalam laporan hasil penelitian. 

Pasal73 

(2) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat : 
a. Nama dan alamat wajib pajak; 
b. Jumlah piutang pajak; 
c. Tahun pajak; 
d. Alasan penghapusan piutang pajak. 

(3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 
adalah: 
a. SPPT PBB; 
b. SKPD PBB; 
c. STPD PBB; 
d. SKPDKB PBB; 
e. SKPDKBT PBB; 
f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 

Bancinq, yang rnenyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; 
g. Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
(4) Piutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak 

Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan 
karena: 
a. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau 

meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak 
mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan 
lagi; 

c. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih 
manajemen; 

d. Hak untuk rnelakukan penagihan sudah kadaluwarsa; 
e. Wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak 

yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar 
penaghan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan 
keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan 
lain sebagainya; 

f. Sebab lain sesuai basil penelitian. 
(5) Piutang pajak wajib pajak badan yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena : 
a. Wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, 

pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk 
melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi; 
c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian 

salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator kurator, pengadilan 
negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan 
menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; 

d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau 
e. Sebab lain sesuai hasil penelitian. 
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Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) 
dilaksanakan oleh Kepala Dinas. 

Pasal78 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya 

dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; 
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara 
jabatan. 

Pasal77 

TATA CA.RA PEMERIKSAAN 

BABX 

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ditetapkan oleh 
Bupati. 

Pasal76 

(3) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang 
tel ah diteliti kepada Bupati. 

(1) Dinas setiap akhir tahun takwim rnenyusun daftar usulan penghapusan piutang 
pajak berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
73. 

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas. 

Pasal75 

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diusulkan untuk 
dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaiana dimaksud dalam Pasal 
73. 

Pasal74 

(2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan 
sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat 
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus. 
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(1) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enarn) bulan yang dihitung sejak 
tanggal wajib pajak · datang memenuhi surat panggilan dalam rangka 
pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. 

Pasal82 

(1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) 
huruf a, dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. 

(2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) 
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan jenis pemeriksaan 
lapangan. 

(3) Dalam hal tertentu, pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 79 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dapat dilakukan dengan 
jenis pemeriksaan kantor. 

Pasal81 

(1) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari : 
a. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat wajib pajak; 
b. Pemeriksaan kantor yang dilakukan di Dinas. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan 
dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana lapangan. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan 
dengan pemeriksaan sederhana kantor atau pemeriksaan dengan 
korespondensi. 

(4) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b ditemukan indikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, maka 
pelaksanaan pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan. 

Pasal80 

(1) Tujuan pemeriksaan adalah untuk: 
a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib 
pajak; dan 

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dapat dilakukan 
dalam hal: 
a. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; 
b. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi; 
c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPOP tetapi melampaui jangka 

waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran; 
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, 

atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya; 
e. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi 

berdasarkan hasil analisa resiko mengindikasikan adanya kewajiban 
perpajakan wajib pajak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan. 

Pasal79 
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( 1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang 
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan 
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga 
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
adalah: 
a Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam 

sidang pengadilan; 
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan 

keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang 
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. 

( 4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada 
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti 
tertulis dan/atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

Pasal84 

KETENTUAN KHUSUS 

BABXI 

(1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang : 
a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki 

keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya 
secara cermat dan seksama; 

b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa 
mengutamakan kepentingan negara; 

c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk 
taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. 

(2) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga ahli dari dinas yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal83 

(2) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 ( empat) 
bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang 
dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal 
laporan hasil pemeriksaan. 

(3) Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang 
berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian 
yang lebih mendalam serta memerlukan waktu lebih lama, pemeriksaan 
lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 

( 4) Dal am hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), ayat (2) dan ayat (3) harus memperhatikan jangka 
waktu penyelesaian permohonan pengembalian pembayaran pajak. 
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(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipii tertentu di lingkungan Pemerintah Oaerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpajakan Daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas, orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 
Daerah; 

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

J. Menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal85 

PENYIDIKAN 

BABXII 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau 
perdata, atas permintaan hakim · sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan 
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan 
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan 
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan 
antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang 
diminta. 
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Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan penerimaan negara. 

Pasal 89 

( 1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya 
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta 
rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak 
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya 
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1 ), dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. 

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai 
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Sadan 
selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. 

Pasal88 

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka 
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau 
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. 

Pasal87 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 ( dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 ( em pat) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

Pasal86 
KETENTUAN PIDANA 

BAB XIII 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR 
TAHUN NOMOR 

Diundangkan di Toba Samosir 
· pada tanggal c$:J. rve-p~ber 2013 

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK 

Cap/dto 

BUPATI TOBA SAMOSIR, 

Ditetapkan di Balige 
pada tanggal ;,..2 tvopem ber 2013 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toba Samosir. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 

Pasal91 
KETENTUAN PENUTUP 

BAB XV 

(1) Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun 
pajak 2013 dan sebelumnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lama. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian 
dengan keputusan Bupati. 

Pasal90 
KETENTUAN PERALIHAN 

BAB XIV 

- 35 - 



23 JENIS TANAH D 1 TANAH + D 2 KAVLING D 3 TANAH D 4 FASILITAS UMUM 
BANGUNAN SIAP BANGUN KOSONG 

2 2 ZONA NILA! TANAH rn 21 LUAS TANAH (m2) l l I I I I I I I LJ 
D~ DEf\lAH T ANAH 

20 NOMOR KTP 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

19 KABUPATEN/KOTA - KODE POS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

17 RW 18 RT [TI [D 
16 KELURAHAN/DESA 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I JI I I I I I I I 

L 1111111,m 
14 NAMA JALAN ITTJT1~,~,~,~,~,~,~,~,~,~1~,-,-1-,-,~-1~,~,~,-,-1~,~,~l~I I 15 BLOK/KAV/NOMOR 

I I I I I I I I I I 11 
12 NAMA SUBJEK PAJAK 

ITT111111111111111111, 1111111 im 
13 NPWP 

0 2 PENYEWA O 3 PENGELOLA D 4 PEMAKAI O 5 SENGKETA 

02 TNI/POLRI 03 PENSIUNAN 04 BADAN D 5 LAINNYA 

10 STATUS D 1 PEMILIK 

11 PEKERJAAN O 1 PNS 

C~ DATA SUBJEK PAJAK 

1111 I 111111111111111111111 I I ITI 
7 KELURAHAN I DESA 9 RT 

[D 
8 RW 
[D 

I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
6 BLOK/KAV/NOMOR 5 NAMAJALAN 

·B. DATA LET AK OB'JEK PAJAK 

CD CD DJJ DJJ DJJ I I I I I D 4 NOP ASAL 

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU 

3 NOP BERSAMA 

PR KAB KEG KEUDES BLOK NO.URUT KODE 
CD CD DJJ DJJ DJJ I I I I I D 
CD CD DJJ DJJ DJJ I I I I I D 

2 NOP 

1. JENIS TRANSAKSI D 1 PEREKAMAN D 2 PEMUTAKHIRAN DATA D 3 PENGHAPUSAN DATA 

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) 

NO FORMULIRI..__ ~___.___.I I I I I I DIJ Pe.,Qlf.ff Mj ~MPATE:fi T9M W!1~18 
. DINA$ pt!Np~~TAN p~~~~~ .. 

KeU~GAN DAN Qi(AYMNPAE.RAH. 

BENTUK FORMULIR SPOP 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR 
NOMOR 
TANGGAL: 
TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 



(/) 
c 
0 
~ 

Poltak C=:J Dolak 
Tomu 

JL. NEGARA 

Conteh Penggambaran ~ .I. 
./(,,;, 

{1- ~- 

KETERANGAN : 
Gambarkan Sket I denah lokasi objek pajak 
(tanpa) skala yang dihubungkan jalan raya I 
jalan prootokol jalan lingkungan dan lain-lain, 
yang m udah dketahui oleh um um. 
Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, 
selatan, timur dan barat. 

SKET I DENAH LOKASI OBJEK PAJAK 

36 NIP. 32 NIP. 

35 !\JAMA JELAS 31 NAMA JELAS 

34 T ANDA TAN GAN 2') TANDA TANGAN 

33 TANGGAL (TGUBLN/THN) 29 TANGGAL (TGL/BLN/THN) I I I I I I I I I 
MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG PETUGAS PENDATA 

. . . · G IDENTiT}'.'l;S,PENb°ATA/ PEJA1;3AT Y;NG'BERWENANG . . . . 
. .• "!. • . • • • • . 

- Dalam ha! bertindak selaku kuasa, surat kuasa harap dilampirkan 
- Dalam hal subjek pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan sket I denah lokasi objek pajak 
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 10 ayat (2) 

Peraturan Oaerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2013. 

28 TANDA TANGAN 27 TANGGAL 26 NAMA SUBJEK PAJAK I 
KUASANYA 

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, 
jelas dan lengkap menurut keadaan sebenarnya, sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Toba 
Samosir Nomor 1 Tahun 2013 

. ·. ' . . . ' . . ' . . . . 
, . : .· : . F PERNYATAAN SUBJliK PA'JAK; . . · 

• • • ', ' I ' • • • • ' ••• • I 

25 JUMLAH BANGUNAN 

.. . . . . : E DATA BANGUNAN . . . . . . 
0 ' 0 ,' ' •• t O I • ••• f• 0 • I ' 

• 



• 

u. FASILiTAS· '. .. 
' -- - - -- -- -- - -- --~ --- ----- -- - -' --- -- -- ---~ ------ - - 

17. JUMLAH AC DJ Split rn Window 18. AC Sentral D 1. Ada D 2. TdkAda 

19. LUAS KOLAM I I I 20. LUAS PERKERASAN HALArvtAN (M2) I I RENANG (M2) r I _I fIJ Rlngan LI I I I J Be rat 

D 02. Deng an 'I 
1 . Diplester [I I 1 · 1 j Sedang [ [] [ I I Dengan Penutup 

Pelapis Lantai 

21 JUMLAH DGN LAMPU TNP LAMPU 22. JUMLAH LIFT 23. JUML.AH TANGGA 
LAPAN GAN DJ DJ [I] Bl:.RJALAN 
TENIS Seton Penumpang 

DJ As pal [I] [I] Kupsul Lbr ! 0.80 M m 
[I] Tanan Liat/ DJ DJ Barang Lbr > 0.80 M [IJ Rurnput 

24. PANJANG PAGAR (M) 
I I 25. PEMADAM D 1. Hydran B 1. Ada 8 2. Tidak Ada I I I BAHAN PAGAR KEBAKARAN - . ·- - 

D D 2. Bat9/ D 2. Sprinkler 1. Ada . 2. Tidak Ada 
1. Baja/Besl Batako D 3. Fire Al . D 1. Ada D 2. Tldak Ada 

·- 

26. JML. SALURAN I I I 1 I 27. KEDALAMAN SUMUR I I I I I PES.PABX ARTESIS (M) 
- - .. 

D. 4. Ubln PC/ D 5. Semen 
Papan -- r,miso 2. Keramik 

2. Triplek/Asbes 
Barn bu 

D 5. Seng D 4. Kayu 

Tidak. sea 
D 
D 

2. Beton 

D 5. Seng 

D 4. Jelek 

D 4. Kayu 

D 4. Asoes 

Batu Bata/ 
Conblok 

D 3. D 

2. Gtg Bton/ 
AIL1minium 

2. Beton 

Baik 

16. LANGIT-LANG!T 

15. LANTAI 

I I I I I I I I I 

[D 

D 3. Sedang 

D 3. Batu Bate 

D- 3. Gtg Blasa/ 
Si rap 

D 2. 

D 
l] 

10. DAYA LISTRIK 
TERPASANG (WATT) 

7. JUMLAH LANTAI 

D 1. Kaea/ 
Alumunium 

D 6. Tidak Ada 

0 1. Marmer 

D 1. ~~rtlk/ 

14. DINDING 

13. ATAP 

12. KONSTRUKSI 

11. KONOISI PADA 
UMUMNYA 

6. LUAS BANGUNAN 
(M2) 

8 THN DIBANGUN 

9 THN DIRENOVASI 

I I I I I I I I I I J 
I r I I J 

I I I I I 
D 1. Sangat 

Baik 

D 1. Baja 

D 1. Decrabon/ 
Be ton/ 

··'- Gtg Clazur 

0 3. Pabrlk 

D 6. Oloh Rago I Rekreasi 

D 9. Gedung Pemerintah 

D 12. Bangunan Parklr 

D 15. Tangki Minyak 

0 2. Perkantoran Swasta 

D 5, Rumah SakiVKlinlk 

O B. Bengk.el/Gudang/Pertanian 

D 11. Bgn Tidak Kena Pajak 

D 14. Pompa Bensin 

- - 

5. JENIS PENGGUNMN D 1. Perumahan 
BANGUNAN D 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko 

D 7. Hotel I Wis ma 

D 10. Lain ~ lain 

0 13. Apartemen 

0 16. Gedung Sekolah 

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 

81:NTUK LSPOP 



PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK 

Cap/ dto 

BUPATI TOBA SAMOSIR 

61. NAMAJELAS· _ ----------- 

82. NIP. 

so. TANOA TANGAN 

68. NIP . 

l] kl I kl 59. TGL. PeNSLITIAN 

57. NAMA JELAS 

• 

•·o _ 2 .: DI Bawah 
Tanah 

D, .TANG··· Kl MINYAK (JPB = 15) ·· · . . ·o 1 .. OJAtas·· 
49. KAPASITAS TANGKI I -.-1 _,1.,__, .............. I 50. LETAK TANGKI . Tanah : (M3) ---..,;..,_ · ...., __ '----!..___.. 

I I r / l L l/1 [J 55. TGL. PENDATAAN 

56. TANDA TANGAN 

PETUGAS PEN DATA 

54 .. TK~1A~~t,JUNGAN [ I !I! ·I .. j /I ! ··., 

D GEDUN. G SEK OLAH (JPB = ,J!).6 
51 KELAS SANGUNAN LJ t. 

LJ
~ 

1 
. 

1 141. 
LUASAPTONa r , 

1 
· .1 

1 
,1; _48. Ls ~UAN.GLAIN oNo 

____ ......................... ___. AC SEN.TRAL (M2)0 • .. • • , • :_ . AC ~l:NTRAL (M2) ·-----..... 

0 2. Kelae2 
D APARTEMEN (JPB = 13) 

45. KELAS BANGUNAN D 1. Kelas 1 0 4. Keles4 D 3. Kelaa3 

D 2. Tipe 3 
D BANGUNAN PARKIR {JPB =~ 

44. TIPE BANGUNAN LJ 1. Tlpe 4 

40. JML BINTANG D 1. Bintang 5 D 2. Bintang 4 

11 I .LJ 42. LUA$ KMRONG 41. JUMLAH KAMAR AC SENTRAL.(M2) 

O HOTEL I WI-SMA (JPB = -7) 
39. JENIS HOTEL D 1. Non Resort 

D 4. Tlpe 1 D 3. Tlpe 2 

D 2. ·Kelas2 

OLAH RAGA I REKREASI (JPB = 6) 

38. KELAS BANGUNAN D 1. Kalas 1 

1:1- .. ·. . I ·1; ·I 1• .: 43. LS RUA.NG LAIN ONG 
_ _:J, . . . . · AC :SENTRAl (M2) '...__....._.. ...... .__,. 

0 .2. Re,ort 

D 3. · Blntaqg ~, -0 4. Blntang 1~2 D 5. Non 
.' Blntang . 

36. LUAS KMR ONG 
ACSENTRAL (M) I I I ] 

D 2. Ketas2 

D RUMAH SAKIT I KLINIK (JPB = 4) 

35. KELAS BANGUNAN O 1. Kalas 1 

37, LS RUANGAN LAIN ONG 
AC'. SENTRAL (M2) 

D 4. Kalaa4 

D 2. Kelas2 
D TOKO I APOTIK I PASAR I RUKO (JPB ~ 4) 

34. KELAS BANGUNAN D 1. Keiss 1 

D 4. Kelos4 03. Kelas 3 

o·3. Kelas 3 

03. Kolas 3 

D PERKANTORAN SWASTA I GED. UNG PEMERINTA~- JPS = 2/9) 
33. KELAS BANGUNAN D 1. Kalas 1 LJ 2. Kelas 2 

. . · D. DATA TAMBAHAN·UNTUK BAN'GUNAN.NON. STANDARD · ----- - --- ----------------------------- . 

D PABRIK I BENGKEL / GUDANG I PERTANIAN (JPf::l = 3/8) 

:a. TINGC.,1 KOLOM (M) IT] 29. LEMBAR BENTANG {M) IT] 
30. ~~~~~~g~~~) 1. I I I I 31. ~~6~~~(M) I I I . ·! 32. f~~s MEZZANIE - I _ I [] 

. · ·.. . C. DATI,\ TAM,BAMAN°UNTU-KJPa·~ 3/8' '· · 
... -~ -- -- - . - . - - .... . . - - . --- - . - -·- - . ----- - - ~-' 



PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK 

Cap/dto 

BUPATI TOBA SAMOSIR 

( ) 
Nama Terang 

NOP 
SPPT Tahun / Rp 

Diterima tgl 
Tanda Tangan 

Kecamatan 
Desa/Kelurahan 

NAMAWP 
Letak Objek Pajak 

- - - - - - - -- - - - - -- - - - _.. - - - - - - - - .... - -- - - ~ - - - - - - - ~ - - - - 

20 ... Balige, 
a.n. BUPATI TOBA SAMOSIR 
KEPALA DINAS . 

TGL. JATUH TEMPO 
TEMPAT PEMBAYARAN 

NAMA . 
NIP. 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 
NJOPTKP = 
NJOP untuk perhitungan PBB = 
PBB yang terutang = 

BUMI 
BANGUNAN 

KE LAS OBJEK PAJAK LUAS (M2) NOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp) 
NPWP 

NAMA DAN ALAMATWAJIB PAJAK LETAK OBJ EK PAJAK 

NOP 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN . 

AKUN 

SPPT PBB 

BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK 

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR 

TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR 
NOMOR 
TANGGAL 
TENT ANG 



l~~~~~~~~~-~~~~I~·~:~····~····~·····.······························· . 

a.n. BUPATI TOBA SAMOSIR 
KEPALA DINAS . 

I 
Tanggal Jatuh Tempo 
Tempat Pembayaran 

Terbilang 

5 . Pokok/Jumlah PBB yang harus dibayar 
Rp 4 . PBB Terhutang (Tarif % x angka 3) 

Rp 3 . NJOP untuk perhitungan PBB (angk.a 1 - angka 2) 
Rp 2 . Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 
Rp 1 1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 

Rp 

Perhitungan Pajak yang terutang 

Total NJOP Rp 

KE LAS LUAS (m2) OBJEK PAJAK NJOP (Rp) NJOP PER m2 (Rp) 
Bumi 
Bangunan 
Bumi Bersama 
Bangunan Bersama 

Data Objek Pajak 

NPWP NOP 

Nama dan Alamat Wajib Pajak 
Nam a 
Alam at 
Kabupaten/Kota 
Kode Pos Toba Samosir 

Letak Objek Pajak 
Alam at 
Desa/Kelurahan 
Kecamatan 
Ka bu paten 

Tahun Pajak 
AKUN 

NOMOR 
TANGGAL PENERBITAN 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR 
DINAS PENDAPATAN PENGEtOLA KEUANGAN DAN KEl<AVAAN DAERAH - ~'Jt.l .. ~J? - - ' 

TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 



PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUTAK 

Cap/dto 

BUPATI TOBA SAMOSIR 

LAMPIRAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEROESAAN DAN PERKOTAAN (PB8-P2) 

Nomor 

Tahun Pajak 

Tanggal Penerbitan 

Tanggal Jatuh Tempo 

Nama Wajib Pajak 

NPWP 

NOP 

Perhitungan Pajak Yang Terutang 

JUMLAH RUPIAH MENURUT 
NO URAIAN 

Wajib Pajak /Ketetapan Fiskus/Ketetapan 

1 Luas Bumi 
2 Luas Bangunan 
3 Luas Bumi Bersama 
4 Luas Bangunan Bersama 
5 NJOP Bumi per m2 (Kelas ...... ./Kelas ............ ) 
6 NJOP Bangunan per m2 (Kelas ...... ./Kelas ........... ) 
7 NJOP Bumi Bersama per m2 (Kelas ...... ./Kelas ............ ) 
8 NJOP Bangunan Bersama per m2 (Kelas ...... ./Kelas ........... ) 

9 NJOP Bumi {angka 1 x angka 5) 
10 NJOP Bangunan (angka 2 x angka 6) 
11 NJOP Bumi Bersama (angka 3 x angka 7) 
12 NJOP Bangunan Bersama {angka 4 x angka 8) 

13 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (angka 9 +angka 
10+angka 11+angka 12) 

14 NJOPTKP 
15 NJOP untuk perhitunqan PBB (angka 13-angka14) 
16 PBB terhutanq (Tarif ......................... x anqka 15) 
17 Pokok I Jumlah PBB yang harus dibayar 

. . . -: ITerbilang 

II 
'I 
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